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ABSTRAK 

 
Nama :suci puspita dewi/222014072/2019/Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi 

Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Pemerintah 

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan/Akuntansi Sektor Publik. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 

Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. Dengan studi kasus 

pada Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Selatan serta untuk mengetahui perbandingan 

pengaruh PAD DAK dan DAU terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan. Populasi 

yang digunakan seluruh Kabupeten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 17 (tujuh 

belas. Sampel yang diambil 15 (lima belas) Kabupaten/Kota. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier 

berganda. Dimana variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, variabel DAK 

berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal dan variabel DAU berpengaruh tidak 

signifikan terhadap belanja modal. Secara bersama-sama PAD,DAK dan DAU berpengaruh 

terhadap belanja modal pada Provinsi Sumatera Selatan. 

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Belanja 

Modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

 

 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi 

menjadi suatufenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini 

menyebabkan aspektransparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi 

hal penting dalam pengelolaanpemerintah termasuk dibidang pengelolaan 

keuangan negara maupun daerah. Pengamat ekonomi, pengamatpolitik, investor, 

hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaankeuangan. 

Pendanaan dalam sektor publik bersumber pada dana masyarakat baik dari pajak 

daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan publik bersumber pada dana 

masayarakat, baik dari pajak/retribusi daerah yang sah menurut UU yang berlaku 

sebelum terwujudnya pelayanan kepada publik, pemerintah daerah terdahulu 

menyusun alokasi dan realisasi pada APBD, pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). 

APBD merupakan salah satu wujud dari amanah yang diemban 

pemerintah dan menjadi faktor utama dalam mengevaluasi kinerja masing-masing 

satuan perangkat daerah. Hal ini dipertegas dalam undang-undang nomor 17 tahun 

2003 tentang keuangan negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan 

prestasi kerja yang akan dicapai, dengan membangun suatu sistem penganggaran 

yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran Tahunan akan 
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terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang 

diharapkan.  

Menurut Siregar (2015: 32) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan 

yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri 

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang  meliputi pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

PAD yang sah. 

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan kualitas 

pelayanan aparat  pemerintah kepada masyarakat, tersedianya layanan umum dan 

layanan sosial yang cukup dan berkualitas, perbaikan dan penyediaan kebutuhan 

masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, penambahan perbaikan di bidang 

infrastruktur, bangunan, peralatan dan harta tetap lainya. Daerah yang dikatakan 

mandiri adalah adalah daerah yang dapat membiayai kebutuhan semua belanja 

modalnya dengan menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah tanpa harus  

meminjam dan tergantung dari bantuan pemerintah pusat. 

DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk 

membantu membiayai kebutuhankhusus, dengan memperhatikan tersedianya dana 

dalam APBN. Dana dekonsentrasi dan danatugas pembantuan yang merupakan 

bagian dari anggara kementrian negara, yang digunakanuntuk melaksanakan 

urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.Dana 

Alokasi Khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar 

daerahdengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, 
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kelautan danperikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan 

hidup. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 

pasal 1 ayat 18 Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupkan urusan daerah dari sesuai dengan prioritas nasional. 

Dari sisi keuangan negara, kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi fiskal 

telah menimbulkan implikasi yang mendasar dalam peta pengelolaan fiskal. 

Artinya dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah diharapkan mampu 

mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Pengoptimalan tersebut harus secara tegas dicantumkan dalam APBD 

sebagai salah satu media utama dalam perencanaan penerimaan dan pembiayaan 

pembangunan di daerah. Ini berarti pengalokasian anggaran publik harus lebih 

diperuntukan pada bagi kepentingan publik, misalnya dalam hal belanja modal. 

Menurut Yoyo (2017:114) Dana Alokasi Umum adalah dana yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataaan keuangan antara daerah untuk 

membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi. 

Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi 

daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari karena yang paling 

mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi 

permasalahan yang ada sampai kesumber-sumber pendapatan yang bisa digali 

oleh pemerintah daerah tersebut. 
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Menurut Abdul (2014: 107) Belanja Modal merupakan pengeluaran 

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi. 

 BAPPEDA merupakan singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerahyang mana badan ini menurut aturan KEPRES No.27 Tahun 1980 ,  bahwa 

badan ini adalah Badan Staf yang langsung dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Daerah.  Bappeda berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam 

menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. 

Beberapa fenomena yang terkait dengan belanja modal yang dikemukakan  

menurut  I Gede  (2016), belanja daerah oleh pemerintah daerah di Sumatra 

Selatan ditemukan masih ada kelemahan terutama dalam belanja perjalanan dinas 

dan belanja modal.  misalnya yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp5,2 miliar dari 

sampel kami di pemda Sumsel dan itu hampir setiap tahun terjadi. 

http://kabar24.bisnis.com. 

Hal yang sama fenomena yang terkait dengan belanja modal yang 

dikemukakan  menurut Sutyawan (2015), Realisasi penyerapan APBN untuk 

belanja modal di Sumatra Selatan tercatat baru 4% dari pagu senilai Rp3,01 triliun 

pada triwulan,  penyerapan APBN untuk belanja modal itu paling kecil dibanding 

penggunaan di bidang lain, seperti belanja pegawai, belanja barang dan bantuan 

sosial (bansos). Trennya selalu jomplang antara belanja modal dengan yang lain 

apalagi dengan bansos, belanja modal merupakan hal penting bagi daerah, 

pasalnya komponen itu memiliki peran penting untuk mempercepat pertumbuhan 

ekonomi daerah.http://kabar24.bisnis.com. 

http://kabar24.bisnis.com/
http://kabar24.bisnis.com/
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Fenomena yang lainnya yang terkait dengan belanja modal yang 

dikemukakan  dari catatan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) (2018),  Sumsel serapan 

belanja modal lebih rendah 2,5 persen jika dibandingkan di periode yang sama 

tahun 2017. Padahal nilai alokasi belanjanya cukup besar, seperti pembangunan 

dobel track jalur kereta api dan bendungan tiga dihaji, hambatanya dikarenakan 

keterbatasan pembebasan lahan. Untuk itu, diminta agar kementrian/lembaga dan 

OPD di pemerintah daerah sebagai pengelola anggaran dapat lebih efektif 

memanfaatkan setiap kegiatan yang ada, Sehingga serapan anggaran dapat lebih 

maksimal.http://palembang.tribunnews.com. 

Penelitian yang dilakukan Yudia,  (2018) yang berjudul  Pengaruh PAD, 

DAU Dan DAK Pada Alokasi Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita 

Sebagai Pemoderasi, menunjukan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dan dana 

alokasi khusus (DAK)  berpengaruh posiif terhadap alokasi belanja 

modal.Penelitian yang dilakukan Herman,  (2015) yang berjudul pengaruh dana 

alokasi umum(DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal di 

Kota Manado, yang mengatakan dimana  DAU berpengaruh positif terhadap 

Belanja Modal dan variable PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 

Secara bersama sama DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja 

Modal. Penelitian yang dilakukan oleh Andri, (2016) yang berjudul analisis 

pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 

Alokasi Khusus(DAK) terhahap Belanja Modal Studi pada Kota Bitung, yang 

mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak 

memiliki pengaruh yangsignifikan terhadap Belanja Modal. 

http://palembang.tribunnews.com/
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Provinsi Sumatera Selatan secara geografis terletak antara 1 derajat sampai 

4 derajat Lintang Selatan dan 102 derajat sampai 106 derajat Bujur Timur dengan 

luas daerah seluruhnya 87.017.41 km². Batas batas wilayah Provinsi Sumatera 

Selatan sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Provinsi jambi, sebelah 

Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, sebelah Timur berbatasan dengan 

Provinsi Bangka Belitung, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. 

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari tigabelas Pemerintah 

Kabupaten dan empat Pemerintah Kota, dengan Palembang sebagai ibukota 

provinsi. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan 

dan Desa / Kelurahan, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 13 Kabupaten, 4 

Kotamadya, 212 Kecamatan, 354 Kelurahan, 2.589 Desa. Kabupaten Ogan 

Komering Ilir menjadi Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dengan luas 

16.905,32 Ha, diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah 

sebesar 14.477 Ha. 

Berikut ini Tabel pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan dana 

alokasi umum Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2015-2017: 
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Tabel I.1 

PAD, DAK, DAU dan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota 

Di Provinsi Sumatera Selatan 2015-2017 

                                                                                      (dalam jutaan rupiah) 

No Kota/Kabupaten Tahun PAD DAK DAU Belanja 

Modal 

1 Kab Lahat 2015 189.584 59.626 622.781 471.385 

2016 184.972 106.819 1.071.421 373.661 

2017 134.434 210.542 703.887 391.513 

2 Kab Musi 

Banyuasin 

2015 181.795 1.977 131.033 408.512 

2016 169.012 311.157 703.887 569.702 

2017 203.693 241.849 347.346 747.244 

3 Kab Musi Rawas 2015 97.998 115.746 578.786 448.822 

2016 96.743 339.913 324.837 432.324 

2017 115.000 187.019 643.608 298.071 

4 Kab Muara Enim 2015 178.245 43.693 610.384 600.742 

2016 150.912 209.846 641.789 566.871 

2017 161.959 258.772 673.162 355.980 

5 Kab Ogan 

Komering Ilir 

2015 110.225 137.998 958.999 474.153 

2016 108.992 295.739 673.162 560.990 

2017 309.041 336.019 1.052.111 503.925 

6 Kab Ogan 

Komering Ulu 

2015 98.756 10.849 568.562 223.476 

2016 87.578 134.805 1.049.995 167.777 

2017 81.066 115.405 636.451 202.212 

7 Kota Palembang 2015 736.926 82.180 1,210,604 628.995 

2016 781.413 387.183 635.551 577.697 

2017 894.010 429.363 1.292.124 731.555 

8 Kota Perabumulih 2015 72.236 41.297 406.701 299.372 

2016 86.253 157.672 1.292.124 228.274 

2017 104.330 94.075 415.881 201.715 

9 Kota Pagar Alam 2015 53.418 56.398 351.582 276.894 

2016 51.113 130.503 414.173 246.648 

2017 52.126 142.346 390.844 222.932 

10 Kota Lubuk 

Linggau 

2015 66.725 53.515 415.549 215.943 

2016 75.797 170.264 390.188 205.417 

2017 82.747 153.462 448.143 175.957 

11 Kab Banyuasin 2015 96.219 165.115 829.437 439.408 

2016 104.218 377.545 446.789 368.488 

2017 107.759 295.611 931.957 321.135 

12 Kab Ogan Ilir 2015 42.843 23.790 557.402 210.013 

2016 109.762 171.193 930.550 222.327 

2017 283.501 278.411 625.366 452.628 

Sumber : BAPENDA 
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No Kabupaten/ Kota Tahun PAD DAK DAU Belanja 

Modal 

13 Kab Oku Timur 2015 64.280 107.552 693.714 207.580 

2016 69.357 325.559 623.839 321.249 

2017 64.785 243.885 762.354 321.082 

14 Kab Oku Selatan 2015 38.197 75.425 523.633 327.452 

2016 35.696 182.217 760.211 373.153 

2017 42.495 141.852 590.455 244.609 

15 Kab Empat 

Lawang 

2015 27.118 72.730 366.775 279.782 

2016 22.347 129.302 588.216 198.992 

2017 35.332 162.658 419.599 199.695 

16 Kab Panukal Abab 

Lematang Ilir 

2015 4.236 29.654 186.114 69.608 

2016 26.350                    117.070 416.952 351.124 

2017 56.924 49.095 331.768 402.956 

17 Kab Musi Rawas 

Utara 

2015 29.172 65.112 324.442 317.372 

2016 32.174 160.232 319.054 355.021 

2017 34.120                 96.037                 395.25 288.978 

Sumber : BAPENDA 

 Dilihat dari Tabel I.1 bahwa pendapatan asli daerah dari 17 

Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan pada  Kab Musi Banyuasin, Kab 

Musi Rawas, Kota Palembang,  Kab Oku Selatan, dan Kab Empat lawang  

pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 ke 2016 Pendapatan 

Asli Daerah  Kab Musi Banyuasin, Kab Musi Rawas, Kab Oku Selatan, dan Kab 

Empat lawang  Mengalami penurunan, namun pada tahun 2016 ke 2017 terjadi 

peningkatan. Turunnya Pendapatan Asli Daerah bisa disebabkan dari penerimaan 

pendapatan yang rendah, misalnya penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.  

 Permasalahan  ini  tidak hanya terjadi pada kenaikan dan penurunan PAD 

saja, namun juga dapat dilihat dari DAK dan DAU pada setiap masing-masing 

Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera  Selatan.  Selain  Pendapatan  Asli  Daerah, 

dari Tabel I.1 juga bisa kita lihat bahwa belanja modal di Kota/Kabupaten 

Provinsi Sumatera  Selatan dari  tahun 2015-2017   rata- rata  mengalami 
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fluktuasi, akan tetapi pada Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan 

Kab Penukal Abab Lematang Ilir mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017 

belanja modal mengalami peningkatan karena banyaknya pendapatan daerah yang 

di terima sehingga membuat belanja modal tinggi, pada Kabupaten/Kota Provinsi 

Sumatera Selatan juga mengalami penurunan seperti Kab Musi Rawas, Kab 

Muara Enim, Kota Perabumulih, Kota Pagaralam,  Kota Lubuk Linggau dan Kab 

Banyuasin belanja modal terjadi penurunan setiap tahun 2015-2017  penurunan 

angka Belanja Modal bisa di sebabkan karena menurunnya pendapatan daerah 

yang diterima sehingga berpengaruh ke angka belanja modal.  

 Pada Tabel I.1 dapat dilihat  dimana pada daerah 17  Kab/Kota Provinsi 

Sumatera Selatan tersebut rata-rata masih bergantung pada dana transfer dari 

pemerintah pusat. Tabel I.1 juga menunjukan daerah yang memperoleh 

pendapatan asli daerah yang tinggi atau meningkat ini artinya daerah tersebut 

sudah memiliki tingkat kemadirian yang baik dan tinggi. Jika suatu daerah 

mempunyai pendapatan asli daerah tinggi maka belanja modal yang akan di ambil 

dari pendapatan asli daerah tesebut. Maka kondisi yang baik untuk suatu daerah 

karena dapat menurunkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan 

dalam hal bergantung pada dana transfer dari pemerintah yaitu dana alokasi 

umum. 

Dari data Tabel I.1  juga dapat dilihat bahwa tidak semua Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang tinggi memiliki 

Belanja Modal yang tinggi juga setiap tahunnya. Misalnya Kab Musi Rawas, Kota 

Lubuk Linggau, Kab Banyuasin, Kab Oku Selatan dan Kab Empat Lawang. 
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul  Pengaruh Pendapataan Asli Daerah 

(PAD)  Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Aloksi Umum (DAU) 

Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera 

Selatan. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat ditemukan 

permasalahan yang ada yaitu:  

Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Dana Alokasi Khusus 

(DAK) dan Dana Aloksi Umum (DAU) terhadap belanja modal pemerintah 

Kota/Kabupaten  Provinsi Sumatera Selatan? 

 

C. Tujuan Penelitiian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui pengaruh  Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Dana Alokasi 

Khusus (DAK) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal 

pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan akan 

memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai pembelajaran awal dalam melakukan suatu penelitian 

juga menambah pengetahuan dan pemahaman tentang adanya pengaruh 

efektifitas pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan belanja modal 

pemerintah daerah. 

2. Bagi Pemerintah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah sebagai 

acuan dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap belanja 

modal. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi bagi  mahasiswa dalam 

mengembangkan dan melakukan penelitian pula di bidang yang sama. 
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